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Perlu Sembilan Bulan Bahas RUU Pemilu

Agustus 2017, Tahapan Perencanaan Pemilu Sudah Harus Disusun KPU

[TFTAK ART AT Pembalimsaar

®) -
Penyclenssaraan Pesmala R U U

Pemilu) cukup alot. Perbedaan
sikap politik antarfraksi. khususnya
menyancskut syarat ambans batas
PenSajiuan pasanoan Capres-—cavwap—
res (presicderiiicil rlrreshold/ PP res—17)
moecmbuat penscesahan RUU ind
beberapa kali molor dari target.

Pembahasannya pun memakan
walktu lama. 3 i hinsea sermbilan
bulan. sejak mulai dibahas pada
November 2016, Rapat paripurna
Pengsesahannya pun berlanssuns
tidak mulus. divwarnai aksi walk
ez empat fraksi penentang Pres—1.
yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi
Partai Demokrat, Fraksi PK S, dan
Fraksi PN

Angoota Pansus RUU Pemilu
dari Fraksi Partai Golkar Hetifah
Sjanifudian mencsaskan, meskipun
tidak dihadiri empat fraksi. pongze—
sahan RUJLUS itu salx dan dilakukan
secara aklamasi. Enam fraksi dari
Ppartai pendukuns pemerintah, yalkoni
PIDI-P Golkar, PIK B, PPP, Nasdem,
dan Hanura menvyvepakati penge—
sahan RUU menjadi UU-Poemaialu.

Hetifah berharap. IDFPR dan
Pemerintah segera dapat smenso—
sialisasikan U Pemilu ini karena
di dalamnya banyak hal baru., ter—
masuk kescrentakan pelaksanaan
pilce dan pilpres. ““Saya berharap
kcecpada K FPUL dan Bawaslu asar
Sesera menyusun peraturan K EPUT
(P PU)D dan peraturan Bawvwaslu—
sebagai resulasi yang memnsatur
lebih teknis turunan UU Pemilu.
K ami berharap acar IK PLI - Bavwas—
1u MmMmengsonsultasikan peraturan

5 =
Lo mengg ntikan rm
Pemilibh yang digunakan

ferscbutr kepada IDEPIR acar tidak

ada e raturare ya’ng—berlentﬂnft,an
dengan UL Pemilu.” ujar Hetifah
di Jakarta, Jumat (=2 1/7.

Selain itu. semua parpol ter
masuk yangs baru akan mensikuti
Pemilu 2019, segera melakukan
konsolidasi dan poersiapan voerifi-
kasi. “Kami berharap asar pacrpol
memberikan kuota percrmpuan
sebazsaimana mestinya. Kami jusa
berharap. kader kader poercm puan
di parpol untuk Mmenoambil basian
dalam proscs rckrutmen cales.™
katanya.

Joalammay = Parlpurna

Rapat paripurna yans dioaulai
pada Kammis (20/7)> pukul 11.00
WIE ., sempat mengcalami dua kali
skors untuk Mmempersilakan fraksi—
fraksi melakukan lobi,. suna untuk
mencari titik termu terhadap liTna isu
krusial Skors poertamma padaz pulkoul
1400, dan rapat dibuka kemb=ali
pukul 19 .00. Berilkutnya dilakukan
skors kedua pada pukul 22 _.00.
Namun seranckaian lobi tectap tak
mencmui kata sepakat sekalipun
sudah dilakukan hings==an rmaalarn.

Rapat Paripurna pengesahan
RUU Pemila: dimmulai pada K amis
Prulkul 11T .00 WIEB dan diskors pada
pukul 14 .00 WIE. Sclanjutnya rapat
dibukapada pukul 19.00 WIB dan
kembali di skors pukul 22 00 WIEB.

Hujan intcrupsi terjadi antara
lain menyoroti sikap Wakil Ketua
DPR Fadli Zon yangs memimpin
sidans. ans dinilai terkesan
menoulur waktu. Padahal, hasil lobi
mensycepakati acar secera dilakukan
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voting untuk menentukan apakah
rapat paripurna memutuskan RUU
Pemilu atau menundanya pada
Senin (24/7) mendatang.

Saat hendak mengambil ke-
putusan, empat fraksi, yakni Ge-
rindra. Demokrat PKS, dan PAN.

1akuk

Agus Hermanto ( Demokrat), Taufik

Kurniawan (PAN). dan Fadli Zon

(Gerindra). Pimpinan DPR tinggal
dua orang, yakni Setya Novanto
dan Fahri Ham=zah.

Novanto selanjutnya mengambil
alih pimpinan sidang. Pengambilan
keputusan pun dimulai dengan dii—
kuti enam fraksi. dan menghasilkan
keputusan menyetujui pengesahan

SR UU Pemilu menjadi LU

Seckretaris Fraksi PAN Yandri

Susanto menyatakan., fraksinya
tidak ikut bertanggung jawab atas
pengambilan keputusan dalam RUU
Pemilu. PAN menginginkan ada
jalan tengah dalam pengambilan
keputusan terkait angka Pres-"1.
‘Sementara Ketua Fraksi Gerin-
dra Ahmad Muzani mcngatakan,

pihaknya menghormati apa pun

hasil keputusan dalam UU Pemi-
Tu. Namun, fraksinya tidak mau
bertanggoung jawab bila ke depan

ada polcmik.

Scmentara itu. Wakil Ketua =

Fraksi Demokrat, Benny K Harman
mengatakan, pl.l'lakl’rya tidak ingin
melanggar Konstitusi. bila menye—
tujui syarat Pres-T. Oleh karena
itu, IDemokrat tidak ambil bagian
 dalam pengambilan keputusa_n UuU
Pc}:mlu terscbut. '
- “Kami Fraksi Demokrat tidak’
ingin parpol Jelas o xr
konstitusi. Atas dasar ] bangaxz
tersebut, Demokrat tidak ikut am-—

. bil bagian atas keputusan diambil

melalul vofing.” ucapnya.
chera Bekerja
Secara terpisah, Dnaek]:ur Poli-—
tik Dalam Negeri pada Direktorat
Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum-Kementerian Dalam Negeri,
Bahtiar meminta KPU, Bawaslu,
dan Dewan Kehormatan Penyelens-—
gara Pemilu (DK PP) untuk segera
bekerja menyiapkan pelaksanaan
- Pemilu 2019. terkait hal-hal yang
diatur dalam UTJ Pemilu Vang barua
disahkan DPR.
“Pelaksanaan Pemilu Seren-
tak 2019 telah memiliki dasar
hukum. Penyelenggara pemilu.
KPU, Bawaslu, dan DK PP dapat
a mulai bek ja karena sudah
memiliki landasan hukum untuk

menyusun pera.turan teknis kep.e¥

'miluan, ” katanya.

“Tanpa adany-  pengesahan
UU Pemilu, maka tahapan pelak-

- sanaan Pemilu Serentak 2019 bisa

terhambat. Seha‘b Sesuai norma

- bulan.,” sambung Bahtiar.

Dia menjclaskan, pada Agustus
2017. tahapan pPerencanaan S5 8

'sudah harus disusun oleh KPU.

termasuk peraturan KPU,. serta
perencanaan anggaran Pemilu
2019. “Andai pengesahan RUU
Pemilu tertunda pengesahannya
Pada masa sidang ber-nkutnya

‘atau Agustus 2017, maka pasti

Jadwal tahapan pemﬂu terganggu.
Ini bentuk konsistensi komitmen

‘Pemerintah mendukung sukses

pemilu pileg dan Pilpres ﬁerenmk
2019,” tandasnya.

: Sebagai J_nforrnasx, UU Pemilu
dimaksud. yang diajukan atas usul
inisiatif pemerintah. merupakan
penyatuan (kodifikasi) tiga UU
terka:r.t pemﬂu. Adapun ketiga
8/20 12 tentang
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